
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABTJPATEN KEDIRI

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAI\ ALAT PEMAI}AM KTBAKARAN

Menimbang : a.

Mengingat : l.

2.

DENGA}I RAHMAT TUIIAN YAI{G MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

batrwa dalam rangka melayani dan melindungi kepentingan masyarakat

pemakai jasa alat pemadam kebakaran maka perlu ditata kembali ketentuan

mengenai pemeriksaan dan/ataU pensujian alat pemadaman kebakaran yang

dimiliki dailatan dipergunakan oleh masyarakat ;

bahwa dengan berlakunya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daeratr Kabupaten

Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun lg99 tentang Retibusi

Pemeriksaan Alat Pemadarn Kebakaran perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah terrtang Retribusi Pemeriksaan

Alat Pemadam Kebakaran;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

t945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentulrah Daer*r{aerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timrn sebagaimana dftlbah

dengan Undang - undang Nomor 2 Tatrun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambatran Lembaran Negam Republik

IndorresiaNomor 2T$;
undang-undang Nomor I Tahrm 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor I, Tambatrarr Negara

Republik Indonesia Nomor 2918);
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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Hdana

(Lembaran Negara Republik lndonesia Ta]run 1981 Nomor 76, Tambatran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor '15, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahrm 2004 tentang Pemerintahm

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nomqr 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tatrun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror 4894);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130,

Tambahan Lembaran Negan Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RepUblik lndonesiaNomor 58$ ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2fi)5 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578I

10. Peraturan Pemerintatr Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaarr

dan Pengawasan Penyelenggarun Pemerintahan Daerah (Lembarao Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambatnn Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a5%);

11. Peraturan Pemerintatr Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian

dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan Pajak Dasrah d+n Retribusi Daemtl

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ll9, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daemh sebagimana telatr beberapa kdi diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll;

13. Peraturan Daeratr Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor l0lSeri D);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahw 2008 tentang Urusan

Pemerintatran Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2008 Nomor 7, Tanbahan Lembaan Da$ah Kabupaten KdiriNomor 4l);

Ferat, Daeratr Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Orgr, ,i dan Tata Kerja Dinas Ketrrsihan dan Pertamanan (Lembaran

Dac, .abupaten Kediri Tatrun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Daer:r rbupaten h.,:diri Nomor 59);

Menetapkan

DEWAN PERY

PERATI
PEMAD,'

Dengan l'ense(ujuan Bersama

ILAN RAKYAT DAERAH KA PAT}]N KEDIRI
dan

BI;PATI KEDIRI

MI']MUTUSKAIY

].I DAER \ II TENTA}IG RETRIBUSI PT MRIKSAAIY ALAT
' KEBAI(,\RAN.

BAII I
KT-'I ENTIJAII UMUI\T

l'asal 1

Dalam Peratulan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ad'al :th KabupatenKediri.

2. Pemerintah Daeratr adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Kepala Daeratr adalah Bupati Kediri.

4. Dinas adalatr Dnas Kebersihan dan Penamanan Kabupator Kdiri.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan oftmg dan/ atau modal yang merupakan kesa,tuaa

baik yang melzikukan usaha maupuxl yang tidak melakukan usatra yang

rnelipttti PerseroanTerbatas, PerseroanKomanditer, PerseroanLainnya,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, pcrtmputan, yayasan ,organisasi massa,

organisasi sosial politilq atau organisasi lainny4 lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap"

7. Alat pemadam kebakaran adalatr alat dan / atau instalasi pencegalran dan

pemadaman kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringnn, hidranU

hose real, sprinkel, alarm otomatis dan lainnya yang sejenisnya
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Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

obyek dan subyek retribusi, penentuan besamya retribusi yarlg tenrtang

sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta

pengawasan penyetoramya.

Kas Umum Daerah adalah tempBt penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah'

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan / atau pengujian alat pemadam

kebakaran oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran

yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

Wajib Refiibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan unfuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi wajib retribusi tmtuk memanfratkan jasa dan perijinan tertentu

dari Pemerinuh Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilahrkan dengan

menggunakan forrnulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SI(RD, adalah

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlatr pokok retribusi

yang terutaDg.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat

nntuk melakukan tagihan retribusi danJ atau sanksi administrasi berupa bunga

dan/atau denda.

Surat Keterangan Retribusi Daerah Lsbih Bayar yang dapat disingkat

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayatan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pemeriksaan alat pernadam kebakaran adalah pelayanan perneriksaan danl

atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam

kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergrurakan oleh Masyarakat untuk

menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat

berfimgsi dengan baik.

Insontif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Irsentif adalah

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja

tertentu dalam melaksanakan pemungutan Rettibusi.

11.

12.

13.

14.
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Pemeriksaan adalah ser-angkaian keglatan rnenghimpqn dan mengelola data.,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional

betdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatutra+ pemenuhan

kewaiiban retribusi dan/dau untuk tujuan lain datam rangka melaksanukan

ketentuan peraturan perundang-undanggn Repibusi Daetah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Stpil yarrg selanjutnya

disebut Penyidik untuk menaari serta rnmgumpulkBn bukti, yang dongan

bukti itEr membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daefih ymg

terjadi serta menemu|<an tersangkanyai

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRMUSI

Pasal 2

Deqgan nafira retribusi perneriksa:rn alat pemadam kebakaran diprxrgut retribusi

sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujiat alat - alat

pemadam kebakaran, yang dilakukan oleh Perrerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan

pemeriksaatr dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, oleh Perrerintah

Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, yang dirnrliki dao/ atau

dipergunakan oleh masyarakat.

Pelayanan pemeriksaan dan/atat pengujian Alat Pemadam Kebakaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaandan/atau

pengujian kelaikan fungsi Alat Pemadacr Api Ringan (APARIyang ditandA

dengan pemamngan label pada alatywrgdiperiksa atau diuji.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah oftmg pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan

perneriksaar danl ata.u pengujian alat pemadam kebakararu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal3 ayat (1).

BAB III
GOLONGAII RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi

JasaUmurn.

20.

(1)

(2)



BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGT'NAAI\ JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadarn

kebakaran diukur berdasarkan pada kapasitas alat pemadam kebakaran yang

diperksa atau diuji

BAB V

PRINSIP DAI\T SASARAN DALAM PEI\IETAPAI\I STRUIilUR

DAN BESAR}I-YA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(l) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan stnrktw dan besarnya tarif retribusi

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan

biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek

keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) rneliputi biaya operasi dan

pemeliharaan.

Pasal S

(l) Tarif Retribusi ditinjau kembali p"li"g larrra 3 (tiga) tatrun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks har ga dan perkemban gan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

STRUKTT]R DAI\ BESAR}iYA TARIF' RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi alat pemadam kebakaran

dikategorikan sebagai berikut :

Alat Pemadam Api R.ingan (APAR) pada bangunan/gedung dan lokasi usaha :

l.Jenis TabungBusa:

a. Kapasitas I liter sampai dengan 6liter Rp. 5-000,-

b. Kapasitas 7liter sampai dengan l2liter Rp. 7.000,-

c. Kapasitas 13 liter atau lebih Rp. 10.000,-



2. Jenis Tabung Gas

a. Kapasitas I kg sampai dengan 6 kg

b. Kapasitas 7 kg sampai dengan l2kg

c. Kat ,itas 13 kg atau lebih

Rp. 7.500,-

Rp. 10.000,-

Rp. 15.000,-

BAB YII

WILAYAH PEMUNGUTAII

Pasal 10

Retribusi ,'e meriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungrfr di wilayah daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAII

Pasal 1l

(l)Retribusi dipungut dengan menggrmakan SKRD atau Dokumen lain yang

dipersamakrm.

(2)Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diahr

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN DAI\[ TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi yang terutang hanrs dibayar sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan

tempat pembayararr retribusi diattr dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTAITG

Pasal 13

Masa retribusi terutang adalahjangka waktu yang lamanya I (satu) tahun-

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalatr pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain

yang dipersitmakan.
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BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Pena ,n Retribusi tenrtang didahului dt:',,.13a surat teguran.

(2) Pen. rn sebagainrirna dimaksud padr ;ryat (l) dengan menggunakan

STIi

BAB XII

KEBERAT.^.i

Pasal 15

(l) Wajit ctribusi dapat mangajukan kebe r"rln hanya kepada Kepala Daerah

atau ^ rbat yang diturrjuk lrtas SKRD.

(2) Keberat:ur diajukan sccara tertulis dalarm bahasa Indonesia deugan dis€rtai

alasan-al asan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jimgka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi teftentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipentrhi karena keadaan

diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud padaayat(3) adalah suatu

keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membaya retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

(l) Kepala Daerah dalam juogku waktu paliog lama d (enam) bulan sejak

tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atau keberatan

yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kebefatdn.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan

kepasian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan

harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa thenerima seluruhnya

atau sebagaian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila.iangka waknr sebagaimana dimaksud padaa ayat (l) telah lewat dan

Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

j
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Pasal 18

(l) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayman Retribusi dikernbalikan dengan ditambah imbalm bunga

sebe l% (dua persen) sebulan untuk pali"g lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbal bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung sejak bulan

pelur' ,rn sampai dengan diterbitkannya SKDRLB.

BAB XITI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

(l) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melanrpaui waktu 3 (tiga) tahun rcrhitung sejak saat terutangnya

Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melalnrkan tindak pidana di

bidang l(etribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tertangguh jika:

a- diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagairnana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitrmg sejak tanggal diterimanya

Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih rnompunyai utang Retribusi dan belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagairnana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan perdohonan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB )OV

PENGHAPUS${ PIUTAT{G RETRIBUSI YATIG

KEDALTIWARSA

Pasal 2O

(1) Piutang retribusi yang tidak mrm8kin ditagih lagi karema hak mtuk

melalcukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
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(2) Kepala Daeruh menetzpkan peratwan penghapusan piutang rehibusi daerah

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
. PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 2l
(l) Kepala Daerah berwenang rnelakukan pemeriksaan trntuk rnenguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan

peraturan perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a rnemperlihatkan dm/atau meminjamkan buku atau cafiatan, doktmren

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau nrangan yang

fianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

dal/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lqnjut mengenai tata cara perneriksaan Retribusi diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAI\ DAIY

PTMBEBASA}I RETRIBUSI

Pasal22

(1) Kepala Daerah dapat memberikan p€nguangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi.

(2) Pembaian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksrd pada ayat

(1) diberikan dengan melihatkemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ryat (1) diberikan

dengan melihat firngsi obyek Retribusi-

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi selagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Kepala Daerah.

BAB XVTI

INSENTTT PEMT]NGUTAI\

Pasal 23

(l) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kineda tertentu.
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(2) Penentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan melalul

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pernberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1 ltur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XYIII

PEII-YIDIKAN

Pasal 24

(1) Penyidik t)egawai Negeri Sipil dilingkmgan Pernerintah Daerah diberi

wewenaj r' khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana ditridang Retribusi sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang

Hukum acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat

yang berwen ang sesuai dengan peraturan petundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerim4 mencari, mengumpulkan dan rneneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi, agat

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dila*ukan

sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari oftrng pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan+atatan dan dokumendokumen lain

sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokurnen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan

bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorzrng rneninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnemeriksa

identitas oftIng danl atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana rcfribusi;

i. memanggil seseorang untuk didengar keterangarmya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan /atau
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k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

(4) Penr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membcritahukan {ip.rlainya

pen) ln dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umr,' rnelalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai

denga . etentuan yang diatur dalam Undang-udang Hukum Acara Pidana.

BAII XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal rvajib rctribusi tidak mernbayar tepat pada waknmya atau kuang

membayar , likenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen)

setiap bula,r dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih

dengan menggrrnakan STRD.

BAB XX

KETENTUAN PIDAIIA

Pasal 25

(l) Wajib rctribusi yzng tidak melaksanakan kewa$ibannya sehingga merugikan

keuangan dacrah diancam pidana kurungan paling lana 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak dar/

atau kurang dibayar;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalgh pelanggaran.

(3 ) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI

KETENTUA.I\ PENUTUP

Pasal 27

Ketenaran lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pefaturan Daerah ini akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan

Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupatm Daemh Tingkat II

Kediri tanggal 7 September 1999 Seri B Nomor 8/ B), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
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Pesel 29

kraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar se'i '' oftmg mengetahuinyg memerintahkan pengudangan Peraturan

Daerah ir ngan penempatannya dalam Lembamn Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 28 - 12 - 2011

BUPATI KEDIRI,

ttd

IIARYAIITI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
padatanggal 28 - 12 - 20'

SEKRETARISDAERAII \BUPATENKf,DIRI

fid

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH I(', ,I I IPATEN IGDIRI TAHT,N 2(I I I \OMOR 19

{engan eslinya

b)
H['I
f,r'

3-t.rli

,( .



a r'

PENJELASAN

ATAS

PERATT]RAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 19 TAHUN 2OT1

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daeratr dan

Retribusi Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Retribusi

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, aga.r semua bencana alam yang berkaitan dengan

kebakaran dapat tertanggulangi dengan baik, cepat dan tepat.

Mengingat semua jenis kebakaran merupakan bencana yang dapat menimbulkan

ancaman kerugian bagi jiwa manusi4 harta benda dan lingkqngan se4a mengganggu

kesejalrteraan sosial, Oleh karena itu, unhrk neenghindari terjadinya kejadian tprsebut perlu

adanya upaya-upaya pencegatran dan penanggulangan secara preventif, represif dan terarah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas


